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 MASYARAKAT Ekonomi ASEAN (ASEAN. Economic Com-

munity) lusa dimulai. Berbagai \kekhawa\ktiran terus muncul, me-
ngenai kesiapan Indonesia untuk menghadapi persalngan.t_)e_bas /
di Asia Tenggara ini. Dengan MEA 2015, ASEAN akan memiliki be-
berapa karakteristik utama. Yaitu sebagai pasar tunggal dan

adanya kesatuan basis produksi, kawasan ek_ono_mi‘yang kompeti- , /

{if, pertumbuhan ekonomi yang merata da|_1 fnehingka’;kan’ kapa-
sitas untuk berintegrasi dengan perekonomian global.

Seringkali MEA dibandingkan
cukup lama menjalankan integ
betulnya pasar internal Erop:

dengan Uni Eropa, yang sudah

rasi dan pasar bebas. Padahal se-
a bisa terwujud karena adanya

7 kerangka hukum dan kelembagaan yang sangat ma_jg. Te_rrpasuk
' bagaimana negara anggota Uni Eropa mampu memlnl_maI|31r kon-
flik yang muncul melalui transparansi dan konsep interdepen-

dency, selain dari penggunaan
internasional. ASEAN memang

primat hukum nasional dan hukum

berbeda, karena melalui piagam-

nya, ASEAN tetap menerapkan penghormatan terhadap indepen-
densi, kedaulatan dan nonintervensi bagi para anggotanya.
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Di dunia saat ini, hegara»tidaklagi
bersaing untuk memperebutkan
wilayah  ataupun pengakuan tetapi

- pada pasar. Pasar tunggal dengan

* aliran bebas barang, jasa, inves-
tasi, modal dan tenaga kerja teram-
pil, yang juga berarti pelaku usaha

~dunia akan melihat pasar Indonesia.

sebagai bagian tak terpisahkan dari
pasar ASEAN. Meski kedaulatan
ada di setiap negara ASEAN, se-
cara pasar dan tempat berproduksi,
negara-negara ASEAN adalah
'bagian' yang harus mengikuti ara-

“~ han dari 'pusat’. Karena secara

= hukum internasional posisi ASEAN

telah menjadi lembaga suprana- -
sional dimana forum pengambilan

keputusan berada di level pejabat

tinggi ASEAN dan harus diputuskan -

bersama. .

MEA sangatlah berbeda dengan ‘
ASEAN Free Trade Area (AFTA). -

Dalam AFTA, meski setiap negara
ASEAN dapat memberlakukan tarif
yang berbeda terhadap barang im-
por, barang impor yang berasal dari
‘negara ASEAN harus -sama.
Problemnya adalah kebanyakan

s

pelaku usaha antarnegara ASEAN
‘bukanlah pelaku usaha asli negara
ASEAN. Mereka adalah pelaku:
usaha mancanegara yang men-
dirikan usahanya di negara ASEAN
tertentu untuk memproduksi barang
- yang diekspor ke negara ASEAN
lainnya. Hingga ini harus betul-betul
dapat diantisipasi oleh Indonesia
sebagai negara dengan pangsa
pasar terbesar di Asia Tenggara.
Jangan sampai MEA yang harus-
_nya menjadi pangsa pasar yang sa-
ngat besar bagi Indonesia ini justru
tidak berkorelasi dengan lapangan
pekerjaan dan justru merugikan ne-
gara. tendn L

serius, harus secepatnya disesuai-
kan dalam menjalani MEA ini
adalah adanya sistem hukum yang
berbeda antarnegara anggota. Di
sini diperlukan harmonisasi yang
setidaknya dapat dilakukan pada
bidang hukum perdagangan, hu-
kum perburuhan/ketenagakerjaan
dan sistem hukum penyelesaian
sengketa. L
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penggunaan primat hukum interna-
sional, yakni apakah negara terse-
but adalah penganut monism atau
dualism. Bagi penganut monism,
hukum internasional dan hukum
nasional merupakan bagian yang
" saling berkaitan dengan satu sis- -
tem hukum pada umumnya. Se-
mentara menurut penganut dua-
lism, hukum internasional dan
hukum nasional merupakan dua
sistem hukum yang benar-benar
‘terpisah, tanpa hubungan superiori-

tas atau subordinasi.

Masalah hukum 'yang rcyukup

janjian-perjanjian

Diperlukan pula pemahaman Indonesia.

_ Indonesia sendiri sampai saat ini
belum memiliki ketegasan untuk
memilih menganut monism atau
dualism dan lebih suka menggu-
“nakan doktrin k'gaybung_an. Yakni
monism (incorporated) untuk per-
internasional
yang menyangkut keterikatan ne- -
gara sebagai subjek hukum inter-
‘nasional secara eksternal. Juga
menganut doktrin dualism (frans-
formed) untuk perjanjian internasio-
- nal yang menciptakan hak dan ke-
‘wajiban bagi seluruh warga negara

e e e e

ST SQAQ oo

Q) &y sy



